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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis proses transformasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan smart governance yang kolaboratif. Tulisan ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya pelayanan pemerintahan daerah yang belum  memberikan praktik 

kerja dengan keterlibatan berbagai stakeholders. Penelitian ini menjelaskan secara singkat pola kerja 

kolaboratif dalam menyelesaikan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi pada provinsi Jawa Barat 

dan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian pustaka 

berupa referensi primer yaitu jurnal, artikel, berita dan laporan kinerja pemerintah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pola kerja kolaboratif harus didukung oleh prinsip kepemimpinan, kolaborasi 

dan peningkatan infrastruktur layanan informasi dan komunikasi. Dalam hal transformasi lokal 

semenjak pandemi pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah merespon masalah ini dengan 

meningkatkan layanan informasi melalui digital. Sementara dalam hal pelaksanaan prinsip smart 

governance didasarkan pada prinsip Pentha-Helix dengan kolaborasi dari berbagai stakeholders, 

misalnya masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi dan media. 

Kata Kunci: smart governance, kolaborasi, transformasi dan covid-19. 

 

Abstract 

 

This study aims to systematically analyze the transformation process carried out by local governments in an effort 

to realize collaborative smart governance. This paper is motivated by the many local government services that have 

not provided work practices with the involvement of various stakeholders. This study briefly describes the pattern 

of collaborative work in resolving the pandemic covid-19 and economic recovery in the provinces of West Java and 

Central Java. This study uses qualitative research methods through library studies whose sources are journals, 

articles, news, and, government performance reports. The results of the study indicate that the collaborative work 

pattern must be supported by the principles of leadership, collaboration, and improvement of information and 

communication service infrastructure. In terms of local transformation since the pandemic, the governments of 

West Java and Central Java responded to this problem by improving information services through digital. 

Meanwhile, in terms of implementation the smart governance principlit is based on the Pentha-Helix principle 

with collaboration from various stakeholders, such as the community, government, private sector, academics and 

the media. 

Keywords: smart governance, collaboration, transformation and covid-19.. 
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A. PENDAHULUAN 

 
Permasalahan pelayanan pemerintahan 

yang memberikan dampak menyeluruh kepada 
masyarakat perlu diperhatikan secara responsif. 
Hal ini dapat dikaitkan dengan masalah global 
pandemic covid-19 yang menuntut semua 
layanan pemerintahan baik pusat dan daerah 
untuk mampu menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan 
publik. Menurut United Nation e-Government 
Survey pada tahun 2020 bahwa Indonesia 
menduduki posisi 88 dengan rata-rata skor 0.6612 
mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 
2018.  

Grafik 1.1 
e-government Index Indonesia di Dunia 

 
Sumber: UN E-Government Survey diakses 

melalui 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-

us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 
 

Indikator yang digunakan untuk 
mengukur index e-government antara lain : 

Tabel 1.1 
Index e-government di Indonesia 

No. Indikator Nilai 

1. Indeks Pelayanan Online 0,6284 

2. Indeks Infrastruktur 
Telekomunikasi 

0,5669 

3. Indeks Sumber Daya 
Manusia 

0,7325 

Sumber: UN E-Government Survey, 2020. 
 

Berdasarkan data diatas menunjukkan 
bahwa open government index Indonesia sudah 
cukup baik dengan rata-rata 0,75 (dengan 
predikat very high open Government 
Development Index). Ini juga sebagai bukti bahwa 
sebagai salah satu Kawasan Asia Tenggara, 

Indonesia dapat menunjukkan proses 
transformasi digital yang cukup baik.  

Predikat ini harus mampu ditingkatkan 
oleh pemerintah Indonesia dengan membangun 
konsep kolaborasi yang memadai. Penerapan 
pemerintahan berbasis teknologi bukan hanya 
perlombaan bagi setiap pemerintah daerah 
dengan jumlah pelayanan yang berbasis online, 
lebih dari itu harus menjamin bahwa semua 
prosesnya dijalankan secara kolaboratif dan 
terbuka.  

Tata Kelola pemerintahan yang cerdas 
atau dikenal dengan Smart Governance 
merupakan salah satu domain studi yang menarik 
perhatian secara ilmiah dan mempengaruhi 
proses kebijakan. Smart Governance tidak 
terlepas dari penerapan pelayanan pemerintahan 
berbasik elektronik, dengan berupaya untuk 
meningkatkan pengambilan keputusan melalui 
kolaborasi yang lebih baik diantara pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah dan warga 
negara. Smart governance dapat dicontohkan 
melalui penggunaan sosial media dan 
keterbukaan informasi. Smart governance adalah 
model tata Kelola baru dalam mengatasi 
tantangan masyarakat digital, tata Kelola 
kolaboratif, berbagi informasi dan keterlibatan 
warga (Pereira, 2018). 

Menurut (Manda & Backhouse, 2019) 
terdapat 3 indikator penting dalam smart 
governance dalam upaya mendorong 
transformasi digital, antara lain: 

1. Kepemimpinan dan tata Kelola 
2. Integrasi dan kolaborasi 
3. Perkembangan infrastruktur layanan 

informasi dan komunikasi. 
Kepemimpinan menjadi salah satu 

indikator dalam transformasi smart governance 
pada level local dengan tidak hanya memberikan 
keefektifan dalam pelayanan pemerintahan, 
namun juga harus mampu menyelesaikan 
masalah ekonomi masyarakat dan efisien dalam 
memberikan pelayanan kepada warga 
(Ncamphalala, 2019). Struktur dan proses 
administrasi dari berbagai Lembaga dan 
departemen pemerintah daerah menjadi 
prasyarat penting dalam pengelolaan 
pemerintahan cerdas (Alawadhi & J. Scholl, 2016). 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
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Smart governance menjadi salah satu kunci 
keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik 
terutama di era pandemi. Masyarakat menjadi 
sangat terbiasa dan bergantung pada pelayanan 
yang mengutamakan aspek teknologi.  
Salah satu isu yang dibahas pada artikel ini adalah 
bagaimana transformasi pemerintah local di 
Indonesia untuk melakukan sinergisitas dalam 
pengembangan smart governance terutama 
ketika masa dan pasca pandemi covid 19. 

Gambar 1.1 
Google trends dengan kata kunci covid-19 

Sumber: Google trends, 2022. 
 

Penulis melakukan penelusuran terhadap 
topik covid-19 pada pelayanan pemerintahan 
didapatkan bahwa banyak penelusuran yang 
dilakukan oleh masyarakat berkaitan informasi 
seputar covid-19 misalnya masalah vaksinasi dan 
pelayanan online pemerintah.  

Perkembangan smart governance sebagai 
salah satu upaya untuk mengoptimalkan 
implementasi dari kota cerdas (Lii Inn, 2020). 
Setelah berhasil dalam perkembanagan e-
government, tentunya pemerintah harus 
membuka peluang bagi penggunaan Artificial 
Inteligent sebagai refleksi dari pencapaian smart 
governance sebagai domain utama dalam smart 
city (Saadah, 2021). Lebih dari itu menurut 
(Tomor et al., 2019) peran kelembagaan juga 
menjadi faktor penting kesuksesan smart 
governance. Hubungan antara kota madya lokal 
dan warga serta pemangku kepentingan lainnya, 
termasuk badan administrasi publik secara 
signifikan menjadi kekuatan smart governance 
(Vitálišová et al., 2022). 
 Konsep smart governance harus 
mementingkat prinsip keadilan yang dapat 
dijabarkan pada tabel berikut: 

 
 
 
 
 

Tabel 1.2 
Konsep smart governance 

No. Smart Justice Smart Governance 

1. Pemberdayaan 
masyarakat dan 
tanggung jawab 
sosial. 

Peran masyarakat 
terlibat secara sadar. 

Menumbuhkan 
kepercayaan antara 
masyarakat dan 
pemerintah 

2. Transparansi dan 
Inklusivitas 

Menciptakan tata 
Kelola yang cerdas 

Transparansi dalam 
berbagi informasi 
publik.  

Pengambilan 
keputusan yang 
inklusif.  

3. Ekuitas dan akses Akses yang adil pada 
informasi publik 

Akses adil pada 
sumber daya 

Memfasilitasi akses 
publik.  

4. Keadilan dalam 
pengawasan 
Mengurangi 
diskriminasi 

Melindungi privasi 

Pengawasan dengan 
persetujuan 

Memiliki keadilan 
dalam proses 
pelayanan. 

Sumber: (Choi et al., 2021). 
 Pembatasan sosial akibat pandemic 
covid-19 menuntut pemerintah untuk 
mengembangkan teknologi cerdas dan kecepatan 
dalam berinovasi. Tata Kelola yang cerdas 
mampu mengaktifkan keadilan dalam berbagi 
informasi layanan publik.  

Penanganan kasus covid-19 bukan hanya 
menjadi masalah pemerintah pusat, namun 
perubahan signifikan pada sektor kesehatan, 
ekonomi, dan sektor lain yang terkena imbasnya 
perlu didukung oleh peran pemerintah daerah 
dan masyarakat. Penelitian ini secara spesifik 
akan menganalisis transformasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dalam upaya 
mewujudkan smart governance di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan analisis 
naratif dengan pendekatan tinjauan Pustaka yang 
sistematis (Creswell et al., 2007). Peneliti 
mengumpulkan sumber yang relevan dari buku, 
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jurnal dan juga website pemerintah untuk 
mendalami informasi smart governance dan 
penerapannya di Indonesia, terutama 2 provinsi 
yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

 
 

B. PEMBAHASAN  
Inisiatif secara sistematik ditingkat lokal 

menjadi peranan penting yang bertindak sebagai 
katalisator dan pendukung inovasi sosial dan 
tata kelola digital. Melibatkan penerima manfaat 
dari layanan tertentu menjadi pendorong utama 
sebagai kemampuan Kerjasama para pemangku 
kepentingan dalam upaya memperluas 
kolaborasi dengan masyarakat lokal. Hasil studi 
di Eropa membuktikan bahwa inovasi sosial 
yang didukung oleh teknologi informasi dan 
komunikasi memiliki potensi untuk 
memberdayakan partisipasi warga, pada saat 
yang sama pemerintah harus memanfaatkan 
dengan menciptakan layanan baru (Misuraca et 
al., 2021). 

Pada pembahasan artikel ini akan 
dibahas melalui 3 sub bagian penting yaitu 
transformasi lokal pada pemerintah daerah, 
pentingnya pengembangan smart governance 
dan pengembangan konsep kolaboratif. Peneliti 
mengambil Batasan dalam penanganan covid-19 
dan keberlanjutan proses kolaborasinya hingga 
sekarang.  

Smart governance secara luas dicirikan 
sebagai pemerintah yang menggunakan teknologi 
untuk mengubah diri mereka sendiri, komunikasi 
mereka dengan orang-orang, dan hubungan 
mereka dengan penduduk, perusahaan, aktor 
non-negara yang menghasilkan efek sosial (Viale 
Pereira et al., 2018; Zhou, 2020). 

 
Transformasi Lokal dalam penanganan 
pandemi Covid-19 
 Pemerintah Indonesia terus berupaya 
dalam mengubah pola kerja pemerintah daerah 
untuk terus menggunakan layanan informasi 
dan komunikasi melalui penggunakan layanan 
berbasis elektronik. Salah satunya dengan 
melakukan evaluasi rutin dalam pelaksanaan 
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 
kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah.  
Penelitian ini mengambil 2 studi kasus yaitu 
pada Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Jawa 
Tengah sebagai daerah yang jumlah penduduk 
tinggi sehingga mengalami kompleksitas dalam 

penyelesaian covid-19. Dalam proses 
penanganan covid-19 di Jawa Barat, pemerintah 
menginisiasi dengan  mengembangkan media 
komunikasi dan informasi melalui visualisasi 
data dan perkembangan terkini kasus covid-19 
(https://pikobar.jabarprov.go.id/). Sementara 
pada daerah Jawa Barat, pemerintah melakukan 
percepatan penyelesaian covid-19 dengan 
adanya program tanggap covid-19 dengan up-to-
date dalam menyampaikan informasi covid-19 
dan layanan public lainnya 
(https://corona.jatengprov.go.id/). 
 Transformasi pemerintah daerah tidak 
cukup hanya pada layanan berbasis online, 
namun juga harus dikembangkan dengan 
layanan integrasi. Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat berupaya melakukan penyediaan data dan 
informasi sectoral bagi publik secara terintegrasi 
dengan penyediaan aplikasi online 
MuDaBerdasi (Monitoring Satu Data Berkualitas 
dan Terintegrasi) (Gunawan, 2022).  Integrasi 
layanan juga dikembangkan oleh Pemerintah 
Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa 
Tengah. Tujuan utama dari satu data adalah 
memperoleh data yang akurat dan terpadu.  
 Layanan online dan terintegrasi menjadi 
kunci utama dalam pelaksanaan keberhasilan 
tata Kelola pemerintahan. Pemerintah daerah 
masih mengalami tantangan dalam hal integrasi 
data. Hal ini dibuktikan dengan baru 
diimplementasikan inovasi ini pada tahun 2022. 
Oleh karena itu sinergisitasi antara dinas, badan 
dan masyarakat menjadi faktor penentu dari 
transformasi lokal. 
 
Smart Governance dan Kerja Kolaboratif pada 
Pemerintah Daerah 
 Pasca pandemic juga akan menjadi tolak 
ukur penulis dalam menganalisis pola kerja yang 
kolaboratif dalam pemulihan ekonomi 
pemerintah daerah. Beberapa upaya kolaboratif 
berfokus pada perubahan sistem misalnya 
mengubah struktur yang ada, mencipatakan 
hubungan baru, meningkatkan akses klien pada 
layanan yang lebih baik (Liu & Zheng, 2018).  
 Program percepatan penanganan covid-
19 di Jawa Barat yang dilakukan secara 
berkelanjutan dapat mendukung proses 
penyelesaian pandemic dan pemulihan ekonomi. 
Terdapat program utama pemerintah daerah 
Jawa Barat antara lain PUSPA (Puskesmas 

https://pikobar.jabarprov.go.id/
https://corona.jatengprov.go.id/
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Terpadu dan Juara) dan program petani 
millennial. Prinsip kolaborasi Penta Helix 
menjadi salah satu unggulan dalam kerja 
kolaboratif Pemerintah Daerah yaitu melalui 
proses kolaborasi, hubungan interaksi antara 
berbagai kelompok kebijakan, serta koordinasi 
yang intensif. Menurut (Fitrianingrum, 2020) 
kepemimpinan yang aspiratif juga mendorong 
pola kerja kolaboratif yang berhasil.  
 Pemimpin lokal di daerah memiliki 
peran dalam koordinasi dengan pemerintah 
pusat, mengeluarkan kebijakan publik di daerah, 
serta mendorong partisipasi warga (Hanafi et al., 
2020). Seperti halnya pada Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah bahwa kolaborasi yang dibangun 
bagi pertumbuhan UMKM dengan platform E-
commerce. Pemulihan ekonomi juga menjadi 
alasan pentingnya kolaborasi antara pemerintah 
dengan stakeholder lain.  
 
Pengembangan Konsep Kolaboratif pada 
Pemerintah Daerah. 
 Penta-helix merupakan perpanjangan 
strategi dari teori triple-helix melalui 
keterlibatan dari elemen masyarakat dan non-
profit dalam rangka mewujudkan inovasi 
(Lindmark et al., 2009). Kolaborasi Penta-Helix 
harus mampu diimplementasikan oleh 
pemerintah daerah karena memiliki peranan 
penting dalam menyelesaikan masalah covid-19 
dan pemulihannya (Budhi et al., 2022). 
Kolaborasi Penta-Helix sebagai kegiatan 
kolaboratif yang terdiri dari akademisi, dunia 
usaha/korporasi, masyarakat, pemerintah dan 
media. Pertama, akademisi sebagai sumber 
pengetahuan/penelitian. Kedua, swasta sebagai 
entitas yang melakukan proses bisnis dalam 
menciptakan nilai tambah dan mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. Ketiga, 
masyarakat berperan sebagai perantara antara 
kelompok kepentingan dengan masyarakat itu 
sendiri. Keempat, pemerintah sebagai salah satu 
perumus dan pelaksana kebijakan yang memiliki 
tanggung jawab mulai dari perencanaan hingga 
evaluasi. Kelima, media bertindak sebagai 
pendukung publikasi dan proses sosialisasi 
kepada msyarakat (Sari et al., 2022; 
Wahyuningsih et al., 2021). 
 Terdapat 3 tahapan utama dalam upaya 
penanganan covid-19. Pertama, rescue sebagai 
ekonomi harus diberikan kepada masyarakat 
dan pihak yang terkena dampak covid-19. 

Kedua, stability dimana masyarakat terbiasa 
dengan menerapkan protocol Kesehatan. Ketiga, 
recovery dengan melakukan kegiatan secara 
normal terutama dalam pemulihan ekonomi 
(Ishak & Sholehah, 2021).  
 Pemerintah daerah senantiasa menjalin 
kolaborasi, koordinasi dan kemitraan salah 
satunya untuk membentuk sistem Kesehatan 
yang Tangguh berkolaborasi dengan mitra di 
dalam dan luar sistem Kesehatan 
(http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-
kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/). 
 Kegagapan penggunaan media baru 
menjadi salah satu persoalan yang muncul di era 
normal. Oleh karena itu koordinasi antar instansi 
yang bertanggungjawab terhadap layanan 
publik mulai dari pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi 
poin fundamental untuk meminimalisir 
pelayanan public yang buruk. Koordinasi yang 
dibangun harus didasarkan pada kesadaran 
kolektif yang dilakukan secara responsif 
(Syaidah, 2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
melakukan beberapa inovasi antara lain konsep 
Pentha Helix dan implementasi program 
kampung digital.   

Ya 
C. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini menitikberatkan pada 
optimalisasi penyelesaian covid-19 oleh 
pemerintah daerah yang perlu menerapkan 
prinsip smart governance yang dipengaruhi oleh 
kepemimpinan, integrasi dan kolaborasi, serta 
pengembangan infrastruktur informasi dan 
komunikasi. Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai 
salah satu daerah dengan tingkat penanganan 
covid yang sistematis sebanding dengan jumlah 
penduduk yang banyak, perlu menerapkan dan 
secara berkelanjutan mengimplementasikan 
prinsip kolaboratif baik dari masyarakat, 
pemerintah, akademisi, swasta maupun media.  

Salah satu tantangan yang dihadapi saat 
ini dalam penerapan smart governanve adalah 
pelayanan publik yang belum mampu 
terintegrasikan dengan baik antar instansi 
maupun Lembaga. Oleh karena itu penulis 
merekomendasikan bagi pemerintah daerah 
untuk melakukan inovasi penerapan prinsip 
digital dalam pelayanan yang juga didukung oleh 
pola-pola kerja yang kolaboratif. Pola kerja yang 
seperti ini akan membantu dalam meningkatkan 

http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/
http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/
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pemulihan ekonomi baik di daerah maupun 
nasional.  
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